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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL
ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS

ahwa dalam penyelenggaraan otonomi dacrah yvang dilaksanakan dengan
bal falam penvelenggaraan otonomi daerah vang dilak kan deng
prinsil’ yang scluas-luasnya. nyata dan bertanggung jawab memberikan
cewenanga epada  dae elaksanake emungutan iz
kewenangan kepada daerah  untuk  melaksanakan nungutan  izin
operasional angkutan barang :

ahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dacerah, dan meningkatk:
bal dalam rangka pelaksanaan Kewenangan dacrah, dan meningkatkan
pendapatan asli dacrah perlu pengaturan izin operasional angkutan barang
di Kabupaten Kapuas:

bahwa schubungan dengan hurul a dan b di atas perlu diatur dengan
Peraturan Dacrah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820):
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang,
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 1506,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomonj480)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah(Lembaran Negara Republik ITdonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000
Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban
.embaran Negara Nomor 4437):



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wntung Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Noamor 4438 )

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 wentang Pelaksanaan Undang-
Lindang Nomor 8 Tahun 1981 torang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Repubhil Tndonesia Tahan TORT Newnor 60 Tambalin T embaran
Negira Nomor 3238k

L1, Peraturan Pemerintah Nomor 22 ‘Tahun 1990 tenting Penyernhan sebagian
urusan pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan kepada
Dacrah Tingkat T dan Dacrah Tingkat 11 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tumbahan Lembaran Negara Namor
3410

12, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 weniang Angkutan Talan
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 39, Tumbahan
fembaran Negura Nomor 3527):

13, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4139):

4. Peraturan Dacrah Kubupaten Dacrith Tingkat 11 Kapuas Nomor 17 Tahun
1988 tangeal 27 Desember 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat T Kapuas:
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CPeraturan Dacrah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2006 1entang
Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAFRAT KABUPATEN KAPUAS

Menetapkan

dan
BUPATI KAPUAS
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG

RETRIBUSHIZIN OPERASTIONAL ANGRKUTAN BARANCG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Diudam Perataran Dacrah ind vang dimaksod dengan

. Daerah adalah Kabupaten Kapuas: ™
2. Pemerintah Daceah adaksh Pemerintah Bﬁl‘zum[cn Kapuas:

o

Bupati adalah Bupau Kapuas:

4. Dewan Perwakilun Rakyat Dacrah Kabupaten Kapuas. sclanjutnya disebut
DPR adalah Badan Legislaul Daerah:

Petabat adalah pesawai vang dibert tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah vang berfaka:

e
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Badan adalah bentuk  badan wusabha vang meliputi perseroan  werbatas.
perscroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik negara atau
dacrah dengan nama dan bentuk apapun. persckutuan. perkumpulan, lirma.
kongsi. koperasi. vavasan atau organisasi vang scjenis. lembaga, dana
pensiun, bentuk usuha wetap serta bentuk badan usaha lainnya:

Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan bermotor vang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungat bayaran:

Angkutan barang umum adalah kendaraan benmotor roda emipat atau Iebih
vang dapat berupa mobil bak terbuka. gandengan dan tertutap. anghutam
barang cair dJdan  curah. termasuk barang-barang  berbahaya  Jengan
memungut bavaran:

Jaringan Lintas adalah merupakan kumpulan dari lintasan yang menjadi
satu Kesatuan jaringan pelavanan:

Retribusi  perizinan  tertentu adulah retribusi atas kegiatan  tertentu
Pemerintah Dacrah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yiang dimaksudkan untuk pembinaan. pengaturan. pengendalian dan
pengawasan atus Kegiatan pemantaatan ruang. penggeunaan sumber dava
alam. barang. prasarana. sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
Kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan:

. Retribusi 1zin Operasional Angkutan Barang vang selanjutnya dapat disebut

Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Kepada orang pribadi atau
badan unmuk menvediakan pelavanan angkutan barang umum pada suatu
atau beberapa pada jaringan lintas dalam dan atau dari wilayah dacrah:

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi vang menurat peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk mclakukan pembayaran retribusi:

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vanng merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memantaatkan izin trayek:

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah. vang selanjutnya disingkat SKRD adalah

sural keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang -

. Surat keputusan keberatan adalah surat Keputusan atas kKeberatan terhadap

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDDILB vang diojikan
oleh wajib retribusi:

. Pemeriksaan adalah seranghatan Kegiatan untuk mencari. mengumpulkan

dan mengolah data atau Keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan  pemenuhan  Kewajiban  retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi dacrah:

. Penyidik tundak Pidana dibidang retribusi duerah adalah  serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyvidik  Pegawai Negeri Sipil  yang
selanjutnya dapat disebut penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi dacrah vang terjadi serta ny{wnmkan tersungkanyva,

BAB I1 .

NAMA, OBYEK DAN SUBYERK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi [zin Opcerasional Angkutan Barang dipungut retribusi
schagai pembavaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyadiakan pelayvanan angkutan barang umum pada jaringan lintas dalam dan

atau dan wilusah dacrah.



Pasal 3

(1) Obyck retribusi adalah pemberian izin menycdiakan angkutan barang
umum pada suatu atau beberapa dacrah jaringan lintas dalam dan atau dari
wilayah daerah.

(2) Angkutan barang umum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki Izin Opcerasional Angkutan Barang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin angkutan
dalam pengoperasionalan.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Operasional digolongkan secbagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB 1V
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin vang diberikan dan
= oD o o = ®, o
jenis angkutan barang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

™
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya taril retribusi
didasarkan pada tujuan dan untuk neputup scbagian atau sama dengan
biaya penyclenggaraan izin pelayanan operasional angkutan Barang.

(2) Biava scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya
survey dan biaya trasportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.



(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagai berikut :

]

TARIF
JENIS ANGKUTAN KAPASITAS (lima tahunan/
| = | kendaraan
Truck dan Pick Up S/d 2 ton Rp. 1.000.000.-
2s/d 7 ton Rp. 1.250.000.-
[ 7 s/d 14 ton Rp. 1.300.000 .-
Mobil Boks S/d 2 ton Rp 1.500.000.-
2 s/d 5 on Rp. 1.700.000.-
| 5s/d 7 ton Rp. 2.000.000.-
7 s/d T4 ton Rp. 2.500.000.-
Angkutan Barang Cair | 2s/d 7 on I;lﬁp._ 2.000.000.-
7 s/d 14 ton Rp. 2.500.000.-
Angkutan peti Kemas S/d 20 won Rp. 3.(10()'._0?}{-}_‘:__ i
Angkutan Alat Berat, S/d 14 ton Rp. 3.000.000.-
[ Kereta Tempelan.,
Kereta Gandengan

(3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
penerimaan Dacrah yang disctorkan ke Kas Dacrah dan dilaporkan ke
Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9 ™~

Retribusi terutang dipungut di Wilayvah Dacfb tempat izin diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa retribusi adalah jangka wakwu yang lamanya 5 (lima ) tahun:

(2) Pendattaran ulang dilakukan satu tahun sekali. yang pelaksanaannya diatur
dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.




BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong:
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan,

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi Gdak membayar epat pada waktunya atau kurang

membavar dikenakan sanksi ¢

a. sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua  persen) sctiap bulan dari
retribusi  yang terutang  atau  kurang dibayar dan  ditagih  dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Dacerah (STRD):

b. sanksi pencabutan dokumen kendaraan berupa buku uji/KIR dan dokumen
kendaraan lainnva.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yvang terutang T':?IE'US dilunasi sckaligus.

(2) Retribusi yvang terutang dilunast sclambsat-lambatnya 15 (Iima belas) hari
scjak diterbitkannya SKRI atau dokumen lain vang dipersamakan,

(3) Tata cara pembayaran. penyetoran. tempat pembayaran diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

BAB XI1I

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBLEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan  pengurangan.  keringanan  dan pembebasan
retribusi:

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. antara
lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan
kepada wajib retribusi karena akibat bencana alam atau akibat kerusuhan
atau akibat sulitnyva mendapatkan suku cadang:

(4) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
olch Bupati.



BAB XI1II
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk penagihan retribusi. kedaluarsa sctelah melampaui jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung sajak saal terutangnya retribusi. kecuali apabila
wiajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi:

(2) Kedaluarsa  penagihan  retribusi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, alau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidal langsung.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Sctiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 3 ayat (2). dipidana dengan

pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus gibu rupiah).

(2) Tindak pidana vang dimaksud ayat (_l\) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

a. Polisi Negara Republik Indonesia;
b. Pcgawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki
kwalifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini
dilakukan berdasarkan perund.m;:—und‘mgdn dibidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan:

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan  atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang Kebenaran perbuatan yvang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah:

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana retribusi dacrah:

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan.

pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan

icrhadap bahan bukii tersebut:

[ mecmssta bantuan tcnaga ahli daulam rangka poloksanacn  eegas
mesendilicoes edak nidana netribas sdbaerahe

r



g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi:

menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya

penyidikan  dan  menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada  Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indoncesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang=Undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.
BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 19 ~

(1) Untuk menjamin Kketaatan terhadap ~dzin opcrasional yang diberikan,

diperlukan pengawasan dan penertiban;

(2) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada :
a. Terminal angkutan umum:
b. Ruas Jalan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang sudah beroperasi dan

belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
untuk  scgera melaksanakan  kewajibannya  sclambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan scjak bertakunya Peraturan Dacrah ini:

(2) Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang yang dikeluarkan berdasarkan

peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain
vang ditetapkan berdasarkan Peraturan Dacrah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.



Pasal 22

Peraturan Dacrah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam  Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
aecketanocal 10 Oktober 2005

Diundangkan di Kuala Kapuas ~
pada tanggal 10 Oktober 2003

TAHUN 2005 NOMOR : 06

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.
(Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).





